BAB IV
PENUTUP

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan pokok-pokok penting tulisan ini.
Penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya dirangkaikan kembali secara ringkas
dalam bab ini. selain itu, pada bab ini juga akan disampaikan saran kepada
beberapa pihak yakni pemerintah, otoritas agama, masyarakat, akademisi dan
penulis selanjutnya. pihak ini dijadikan sasaran karena berhubungan muatan

tulisan ini.

4.1 Kesimpulan

Politisasi agama mengindikasikan adanya aneksasi antara ruang privat dan
ruang publik. Aneksasi ini mengakibatkan agama masuk ke ranah politik. Tidak
adanya pembatasan antara keduanya mengakibatkan dampak negatif terhadap
politik sebagai ruang °‘di-antara’ manusia. Politik sebagai ruang ‘di-antara’
manusia adalah suatu ruang yang memungkinkan setiap orang untuk bertindak
dan berbicara bersama di dalamnya. Bertindak dan berbicara selalu mengandaikan
yang lain. Atas dasar itu, politik berhubungan dengan fakta pluralitas. Politik
sebagai ruang ‘di-antara’ manusia mengandaikan beberapa aspek. Aspek-aspek
tersebut adalah pengakuan akan pluralitas manusia, sifat tidak dapat diprediksi
dari politik, dan adanya kekuasaan. Pengakuan terhadap pluralitas, secara ringkas,
diandaikan karena politik yang didasari oleh tindakan dan pembicaraan selalu
mengandaikan kehadiran yang lain. Selain itu, tindakan dan pembicaraan sebagai
aktualisasi keunikan setiap personal melekat pula pluralitas. Sedangkan, sifat
tidak dapat diprediksi dari politik berakar pada tindakan yang serentak dilakukan
dalam kebebasan yang tidak dapat diduga. Kecuali itu, politik juga melahirkan
kekuasaan. Kekuasaan muncul ketika orang berkumpul, bertindak, dan berbicara
secara bersama dan membuat suatu kesepakatan bersama. Dalam kekuasaan
tersebut, setiap orang diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam

mencapai suatu kesepakatan bersama.

Dalam konteks politisasi agama, masuknya agama ke dalam politik
mengakibatkan ketiga aspek tersebut menghilang. Pertama, politisasi agama

menyebabkan hilangnya penghargaan akan pluralitas manusia. Politisasi agama
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yang menghendaki ajaran agama tertentu sebagai landasan dalam suatu kebijakan
politik, menjadikan perbedaan yang terkandung dalam ruang politik tersebut
diabaikan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis
menyimpulkan bahwa menjadikan doktrin agama tertentu sebagai dasar dalam
berpolitik berarti mengabaikan adanya perbedaan keyakinan dari agama lain.
Alih-alih sebagai dasar politik, mereka yang berkeyakinan berbeda harus
menerima apa yang menjadi seruan dari ajaran agama tertentu. Hal ini nampak
dalam pemberlakuan perda syari’ah. Karena sebagai kebijakan politik pemerintah
daerah, kewajiban menggunakan jilbab juga menyasar perempuan yang bukan
beragama muslim. Hal ini menggambarkan lenyapnya penghargaan dan

pengakuan terhadap pluralitas keyakinan dalam tubuh bangsa Indonesia.

Selain itu, politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia berkaitan langsung
dengan fakta pluralitas manusia. Dalam politik, pluralitas tersebut harus
ditampilkan karena dengan itulah politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia
bermakna dan bereksis. Dalam kaitan dengan itu, jika ajaran agama tertentu
dijadikan sebagai dasar kehidupan politik berarti politik diarahkan menurut
tuntunan ajaran agama tertentu pula. Perbedaan keyakinan diabaikan karena
politik akhirnya dipatokkan pada satu ajaran tertentu. Dengan demikian, politik
sebagai ruang ‘di-antara’ manusia harus dibebaskan dari landasan suatu ajaran

agama tertentu.

Kedua, politisasi agama menghilangkan sifat tidak dapat diprediksi dari
politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia. Sifat tidak dapat diprediksi dari politik
bersumber pada tindakan dan pembicaraan yang mendasari politik. Oleh karena
tindakan dan pembicaraan sebagai bentuk aktualisasi keunikan manusia itu tidak
dapat diprediksi dan tidak dapat diduga, maka politik yang muncul dari tindakan
dan pembicaraan juga bersifat tidak dapat diprediksi. Sifat ini juga tidak terlepas
dari kebebasan yang diandaikan dalam tindakan. Tindakan yang dilakukan dalam
kebebasan inilah yang membuat tindakan tersebut tidak dapat diprediksi. Dalam
konteks politisasi agama, menjadikan agama sebagai dasar kehidupan politik
berarti memetakan agama sesuai dengan agama tertentu. Sifat tidak dapat
diprediksi dari politik menghilang karena arah politik sudah dapat diprediksi

dalam ajaran agama tertentu. Dengan menjadikan ajaran agama tertentu sebagai
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dasar politik, kita dapat memprediksi bahwa kebijakan politik yang dibuat akan
bersifat diskriminatif dan memihak kepada agama tertentu. Arah politik sudah

dapat diprediksi sesuai dengan kepentingan agama tersebut.

Ketiga, politisasi agama menghilangkan kekuasaan dalam politik.
Kekuasaan dalam politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia, sebagaimana Arendt,
terbentuk atas tindakan dan pembicaraan bersama untuk membuat suatu
kesepakatan bersama. Aktualisasi keunikan setiap orang dalam kebersamaan
memunculkan kekuasaan dalam politik. Dengan kekuasaan dimungkinkan suatu
perdebatan dan argumentasi sebelum mencapai kesepakatan bersama. Selain itu,
karena berkaitan dengan kesepakatan bersama, maka kekuasaan juga menyangkut
hasil akhir suatu konsensus yang bersifat universal. Dalam kaitan dengan itu,
politisasi agama menghilangkan kekuasaan karena doktrin agama yang dijadikan
sebagai dasar berpolitik menutupi ruang perdebatan. Doktrin agama tidak bisa
diperdebatkan karena sifatnya absolut, sedangkan politik mengandaikan adanya
perdebatan. Menjadikan ajaran agama sebagai dasar politik berarti mengubah
kebenaran relatif dalam politik menjadi kebenaran mutlak versi agama. Selain itu,
ajaran agama tertentu sebagai landasan kebijakan politik mengindikasikan
pengabaian terhadap keberagaman keyakinan. Kebijakan politik berbasis doktrin
agama bertendensi memihak agama tertentu sehingga kekuasaan yang di
dalamnya memuat kesepakatan bersama menjadi hilang. Sementara itu, kekuasaan
yang darinya muncul pegangan bersama mestinya melampaui suatu ajaran agama
tertentu. Kekuasaan politik mengakomodasi semua pluralitas aktor di dalamnya
karena kekuasaan bersifat milik semua orang. Karena itu, ketika politik
menjadikan ajaran agama tertentu sebagai dasarnya, maka politik kehilangan
kekuasaan. Kekuasaan juga menghilang karena ajaran agama tertentu secara
implisit memaksa mereka yang beragama lain mengikutinya alih-alih kebijakan

politik.

Dampak negatif dari politisasi agama terhadap politik sebagai ruang ‘di-
antara’ manusia yang sudah penulis bahas menunjukkan bahwa agama dan politik
mesti dipisahkan. Agama dan politik harus bisa membatasi cakupannya masing-
masing. Pemisahan tersebut bukan dalam pengertian pemisahan secara tegas,

tetapi mengenal batasan masing-masing. Dalam konteks Indonesia, agama
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memang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, pengenalan batas
antara agama dan politik sangat penting agar keduanya tidak saling menunggangi
untuk kepentingan tertentu. Dalam pengertian ini, agama tetap diaktualisasikan,
tetapi mesti memperhatikan batasannya. Agama harus tetap memperhatikan
politik itu sendiri sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dengan beberapa aspek di
dalamnya. Dalam aktualisasinya, agama tetap memperhatikan pluralitas keyakinan
dari orang lain, sifat tidak dapat diprediksi dari politik, dan kekuasaan yang
mendasari politik. Dengan memperhatikan hal tersebut, agama dapat membatasi

ekspresinya berhadapan dengan politik.

4.2 Saran

Pada bagian ini, penulis hendak memberikan saran kepada beberapa pihak,
yakni pemerintah, otoritas keagamaan, masyarakat, akademisi, dan penulis

selanjutnya.

4.2.1 Pemerintah

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyarankan kepada pemerintah untuk
menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu bagian mata pelajaran dalam
pendidikan formal di Indonesia. Dengan itu, pemahaman politik dapat ditanamkan

sejak dini kepada rakyat Indonesia.

4.2.2 Otoritas Keagamaan

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyarankan kepada otoritas
keagamaan untuk membentuk suatu organisasi bersama lintas agama yang bersifat
independen untuk mengawasi, mengontrol, dan mencegah terjadinya politisasi
agama. organisasi ini juga bisa bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk menindaklanjuti para politisi yang menggunakan politisasi agama
menjelang pemilihan umum dan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi

untuk mengantisipasi formalisasi agama dalam kebijakan politik.
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4.2.3 Masyarakat

Penulis menyarankan kepada masyarakat umum untuk bisa mengkritisi
berbagai bentuk politisasi agama yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia baik

dalam bentuk formalisasi kebijakan maupun dalam pemilihan umum.
4.2.4 Akademisi

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan kepada kaum akademisi untuk
memberikan pencerahan, wawasan, dan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk
politisasi agama dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini bisa dibuat
dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi di tataran kampus atau
organisasi-organisasi tertentu, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa, untuk
membahas dinamika politik Indonesia pada umunya dan politisasi agama pada

khususnya.
4.2.5 Penulis Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk bisa mengkritisi
atau menambahkan kekurangan yang mungkin lupa diperdalam dalam tulisan ini.
dengan perkataan lain, penulis selanjutnya bisa memperbaiki kekurangan dari

tulisan ini dengan tulisannya.
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